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Abstract: The issue in acquisition of land for public purposes until now is still create 
a problem in the  midle of society even until create a conflict expecially between society 
and the govermment, in  one side the goverment need the land for provision of public 
facilities but in the other side it  arise denial from society to doing the submission 
and release land rights of them. Various laws  have been formed for the acquisition 
of land for public use either in the form of a presidential  decree to form of law, but 
the level of implementation is still causing controversy in the midle  of society which 
often lead to social conflict. The reason is the regulation does not  accommodate 
and provide legal protection to the public even tend to position people in a weak 
 position, then the rules only focus on juridical aspects and prosedural aspects, but 
they ignore  the sociological aspects so reasonable it will be repressive rule and does 
not reflect the sense of  justice. 
Keywords: Public purposes
PendaHuluan. 
Negara Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris sebagaimana 
tertuang dalam pasal 3 ayat 33 Undang­Undang Dasar 1945 yang menyatakan, 
“bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar­besarnya kemakmuran rakyat”. Secara politik hu­
kum pasal tersebut adalah cerminan dari politik hukum tanah nasional yang 
memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi kekayaan negara yang 
terdapat dalam air dan bumi sekaligus dengan kekayaan tersebut memberikan 
kehidupan yang layak kepada rakyat, inilah tujuan utama dari politik hukum 
tanah nasional. 
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Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang­Undang Dasar 1945, 
maka lahirlah Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok­Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang­Undang Pokok 
Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang­Undang Pokok Agraria ini disebutkan 
bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya 
pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan 
se luruh rakyat”. Dari penjelasan UUPA mengenai hali ini dinyatakan bahwa 
wewenang hak menguasai negara dalam tingkata tertinggi:
Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan 1. 
dan pemeliharaanya. 
Menentukan dan mengatur hak­hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 2. 
bumi, air dan ruang angkasa. 
Menentukan dan mengatur hubungan­hubungan hukum antar orang­3. 
orang dan perbuatan­perbuatan hukum 
Melalui hak menguasai dari negara inilah maka negara selaku badan pe­
nguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan 
fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup 
penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.1 Menurut AP Parlindungan 
negara sebagai organisasi kekuasaan “mengatur” sehingga membuat peraturan, 
ke mudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan atas penggunaan, per ­
sediaan, dan pemeliharaannya juga untuk menentukan dan mengatur (me­
netapkan dan membuat peratura­peraturan) hak­hak apa saja yang dapat di­
kembangkan dari Hak Menguasau Negara.2 
Berdasarkan prinsip tersebut maka setiap pemilik tanah tidak dapat de­
ngan sepenuhnya dan sesukanya sendiri menggunakan tanahnya artinya pe­
milikan hak atas tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat, 
tanah yang diperoleh tidak boleh diterlantarkan, tanah yang diperlukan untuk 
ke pentingan umum harus dapat dilepaskan melalui proses penguasaan oleh 
negara dan tanah yang terbukti mengandung kekayaan hidup rakyat banyak 
di anggap sebagai tanah yang berada dibawah kekuasaan negara, bahkan negara 
dituntut mengatur batas maksimal pemilikan tanah oleh satu keluarga. 
Salah satu tugas dari negara adalah menyediakan tanah untuk pembangun­
an fasilitas­fasilitas umum yang tentu saja memerlukan tanah sebagai wadahnya. 
81Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2012
Fajrul Wadi
Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum terse­
but tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumber 
daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah 
yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah 
negara sudah sangat terbatas persediaannya. Pada masa sekarang ini adalah 
sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah 
negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil 
tanah tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka 
pe laksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian 
di sebut dengan pengadaan tanah.
Undang­Undang Pokok Agraria sendiri memberikan landasan hukum 
bagi pengambilan tanah hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yaitu untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepenting­
an bersama dari rakyat, hak­hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi 
ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang­undang. Bahkan 
dalam pasal 6 menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, 
yang mengandung pengertian bahwa keperluan tanah tidak diperkenankan 
se mata­mata untuk kepentingan pribadi, kegunaannya harus disesuaikan de­
ngan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermanfaat untuk pribadi, 
ma syarakat dan kepentingan negara. 
Persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sampai hari ini ma­
sih menimbulkan permasalahan ditengah­tengah masyarakat bahkan sampai 
me nimbulkan konflik khususnya antara masyarakat dengan pemerintah, satu 
sisi pemerintah butuh tanah untuk penyediaan fasilitas umum tapi disisi lain 
timbul penolakan dari masyarakat untuk melakukan penyerahan dan pelepasan 
hak atas tanah yang akan dijadikan sarana untuk fasilitas umum. Berbagai atur­
an hukum sudah dibentuk untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum 
baik dalam bentuk perpres sampai dalam bentuk undang­undang namun dalam 
ta taran pelaksanaanya masih saja menimbulkan kontroversial ditengah­tengah 
masyarakat yang tak jarang menimbulkan konflik sosial. 
Dalam tulisan ini penulis mencoba mengurai permasalahan dalam bentuk 
tulisan ilmiah dengan mengkajinya dari aspek yuridis dan sosiologis. 
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut undang-
undang nomor 5 tahun 1960
Undang­undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang 
diundangkan pada tanggal 24 Sepetember 1960 mempunyai dua substansi 
dari segi berlakunya, yaitu, pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut 
hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Me­
nurut Boedi Harsono dengan berlakunya UUPA maka terjadilah perubahan 
yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama dIbidang per­
tanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, 
konsepsi yang mendasari maupun isinya.3
Tujuan diundangkannya UUPA sebagai tujuan hukum agraria nasional 
dimuat dalam penjelasan UUPA, yaitu:
Meletakkan dasar­dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang 1. 
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiann 
dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil 
dan makmur. 
Meletakkan dasar­dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 2. 
dalam hukum pertanahan. 
Meletakkan dasar­dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 3. 
hak­hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Diantara persoalan hukum yang diatur oleh UUPA adalah tentang pen­
cabutan/pembebasan hak­hak atas tanah untuk kepentingan umum, pasal 18 
UUPA inilah yang menjadi landasan hukum untuk pembebasan tanah bagi 
kepentingan umum yang nantinya akan lahir aturan­aturan baru baik berupa 
PMDN, Keppres, Perpres sampai nndang­undang. Pasal 18 UUPA menyatakan 
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak­hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh 
undang­undang”. Pasal 18 ini merupakan tindak lanjut dari pasal 6 yang me­
nyebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian 
segala hak yang ada atas tanah mempunyai fungsi sosial diantaranya adalah 
untuk kepentingan umum. 
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Termasuk dalam kepentigan umum itu adalah kepentingan negara dan 
kepentingan bersama dari rakyat sebagai syarat utama untu dapat dilakukan 
pencabutan hak, sehingga tidak mungkin pembebasan tanah untuk kepentingan 
pribadi. Pencabutan hak tersebut harus diiringi dengan ganti rugi yang bisa 
berupa uang ataupun fasilitas lainnya, ataupun pemukiman kembali, dan ganti 
rugi tersebut harus obyektif dan layak.4
Pengertian yang diberikan oleh UUPA tentang kepentingan umum sa­
ngatlah ringkas yang tentu saja membutuhkan tindak lanjut berupa aturan hu­
kum yang baru. Diantaranya adalah lahir UU Nomor 20 Tahun 1961 yang 
pada pasal 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara serta 
ke pentingan bersama dan kepentingan pembangunan, presiden dalam keadaan 
memaksa, serta mendengar Menteri Agraria dan Menteri Kehakiman dapat 
mncabut hak­hak atas tanah dan benda­benda yang ada diatasnya. Jika yang 
bersangkutan tidak dapat menerima jumlah uang ganti rugi yang ditetapkan 
Panitia Penaksir maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding pada 
Pengadilan Tinggi dengan membayar biaya perkara. 
Dalam tataran pelaksanaannya tidaklah semudah apa yang dibayangkan 
karna masih saja masyarakat menilai mereka berada dalam pihak yang lemah 
dan menerima pemberlakuan yang tidak adil dari pemerintah. 
Kemudian lahir Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pen­
cabutan Hak­hak Atas Tanah dan Benda­benda yang Ada Diatasnya, yang me­
nyebutkan ada 4 kategori kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan 
yang mempunyai sifat kepentingan umum:
Kepentingan bangsa dan negara1. 
Kepentingan masyarakat luas2. 
Kepentingan rakyat banyak/bersama3. 
Kepentingan umum4. 
Bahkan dalam PMDN Nomor 2 Tahun 1976 menyebutkan bahwa swasta 
dapat mempergunakan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan 
proyek­proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk da­
lam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan 
menurut acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah. Namun 
dalam praktekya menimbulkan dampak yang luas dan rakyat dibingungkan 
bahwa proyek­proyek swasta seperti dianggap untuk kepentingan umum. 
Dalam pembebasan tersebut tidak terelakkan lagi terjadinya sejumlah tindak an­
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tindakan tidak terpuji karena panitia pembebasan tanah tersebut lebih memi hak 
kepada investor daripada membela kepentingan rakyat. Tujuan yang mulia dari 
UUPA banyak disalahgunakan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan 
hukum yang bersifat represif yang intinya tidak berpihak kepada rakyat dan 
lebih mementingkan kepentingan tertentu. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut keppres nomor 
55 tahun 1993
Kepres ini dibuat dengan maksud untuk menampung aspirasi berbagai 
kalangan dalam masyarakat sebagai reaksi terhadap ekses­ekses pembebasan 
tanah yang selama ini terjadi. Salah satu di antara beberapa isu pokok yang 
dipermasalahkan di masa yang lalu adalah definisi mengenai kepentingan 
umum. Kepentingan umum sebagai konsep tidak sulit dipahami tapi tidak 
mu dah dipahami. 5
Dalam Keppres ini, kepentingan umum didefenisikan sebagai kepen­
tingan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan kegiatan pembangunan untuk 
kepentingan umum dibatasi pada kegiatan pembangunan yang dilakukan dan 
selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan. Dengan demikian interpretasi kegiatan yang termasuk dalam 
kategori kepentingan umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga unsur tersebut. 
Ber beda dengan batasan tentang kepentingan umum dalam berbagai peraturan 
terdahulu, dalam Keppres ini dipilih pendekatan berupaya penyebutan 
kepentingan umum dalam suatu daftar kegiatan, antara lain meliputi 14 ke­
giatan yang tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Misalnya: jalan, ru­
mah sakit umum dan puskesmas, pasar umum, pasar inpres dan kantor peme­
rintahan (Pasal 5 angka 2). Dengan menyebutkan beberapa contoh tersebut 
dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan kegiatan lain yang tidak 
termasuk ke dalam 14 jenis kegiatan tersebut?
Pengadaan tanah bagi kepentingan umum oleh pemerintah dilaksana kan 
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Diluar itu pengada an 
tanah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang 
di sepakati. Pengadaan tanah dilakukan atas dasar musyawarah langsung, yakni 
sebuah proses tau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima 
pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara para pihak 
untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian 
(Pasal 1). Bila musyawarah yang dilakukan berkali­kali tidak tercapai maka pa­
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nitia pengadaan tanah (terdiri dari 9 orang) mengeluarkan keputusan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pemegang tanah yang tidak menerima 
pu tusan tersebut bias mengajukan keberatan ke Gubernur, dan Gubernur bi sa 
mengupayakan penyelesainnya dengan mempertimbangkan kedua belah pi hak. 
Dan bila solusi yang diajukan oleh Gubernur tetap ditolak oleh si pemegang 
tanah maka secara eksplisit Gubernur bisa mengajuakn usul penyelesaian de­
ngan cara pencabutan hak atas tanah, tapi pencabutan hak ini merupakan jalan 
terakir bila upaya yang lain telah gagal (Pasal 19 dan 20). 
Keppres ini menyebutkan bahwa bentuk ganti kerugian dapat berupa 
uang, tanah penganti, pemukiman kembali, serta gabungan antara beberapa 
bentuk ganti kerugian tersebut (Pasal 13). Khusus untuk tanah perhitungan 
ganti kerugiannya adalah harga tanah didasarkan atas nilai nyata atau sebe­
narnya dengan memperhatikan NJOP. Yang dimaksud dengan nilai nyata 
adalah harga pasar yang wajar, yaitu harga yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli untuk sebidang tanah dalam keadaan wajar, tanpa adanya unsur 
pak saan dalam menjual tanah. Cuma kelemahan dalam Keppres ini belum 
memikirkan adanya suatu keberadaan lembaga penilai tanah yang professional 
dan independen yang dapat diminta pertimbangannya dalam penentuan harga 
nyata tanah, karna dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan hampir 
selalu muncul rasa tidak puas, disamping tidak berdaya di kalangan masyarakat 
yang hak atas tanahnya terkena proyek pembangunan. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Perpres nomor 
36 tahun 2005 
Perpres ini terbit pada tanggal 3 Mei 2005 maksud diadakannya adalah 
sebagai penyempurnaan dari Keppres No 55 Tahun 1993. Ada beberapa catatan 
yang diberikan Maria Sumardjono terhadap Perpres ini:6
Dalam konsiderans disebutkan pengadaan tanah dilakukan dengan me­1. 
merhatikan prinsip penghormatan terhadap hak­hak yang sah atas tanah. 
Te tapi tidak secara tegas apakah penghormatan tersebut diberikan terha dap 
hak­hak yang sah atas tanah atau kepada pemegang hak atas tanah, kare na 
konstitusi menjamin hak seseorang maka lebih tepat prinsip penghormat­
an diberikan kepada subyek, dan tidak jelas apakah perpres ini lahir karna 
pertimbangan filosofis, yuridis sosiologis atau karna pertimbangan yang 
bersifat pragmatis. 
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Menurut Perpres ini kepentingan umum adalah kepentingan sebagian be­2. 
sar masyarakat, tanpa pembatasan. Bebeda dengan peraturan yang lama 
bah wa kepentingan umum adalah kepentingan seluruh masyarakat yang 
dibatasi dengan tiga kriteria yakni kegiatan pembangunannya dilakukan 
dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta tidak digunakan mencari 
ke untungan. Karena dalam Perpres ini tidak ada criteria pembatasan ke­
pentingan umum, hal ini membuka kemungkinan pengadaan tanah oleh 
swasta, sedangkan biayanya dibebankan kepada swata/investor. 
Ganti rugi atas kerugian yang bersifat fisik dan non fisik. Peraturan ini tidak 3. 
menjabarkan lebih lanjut bentuk kerugian non fisik itu, dan sebagai catatan 
kerugian yang bersifat nonfisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang usa­
ha, sumber penghasilan dan sumber pendapatan lain yang berdampak ter­
hadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang. 
Perpres tidak menjabarkan pemukiman kembali sebagai bentuk ganti 4. 
kerugian. Ketentuan tentang pemukiman kembali seyogyanya memuat ten­
tang, siapa yang berhak atas relokasi, syarat kelengkapan lokasi pemukiman 
kembali dan hak­hak peserta relokasi. 
Peran dan kedudukan Panitia Pengadaan Tanah. Secara garis besar Perpres 5. 
merujuk kepada Keppres, namun ada perbedaan dalam kesan indepedensi 
panitia menurut kedua praturan ini. Panitia dalam Perpres merupakan 
partisipan dalam musyawarah sedangkan panitia dalam Keppres terkesan 
lebih independen. Juga dalam Perpres menyebutkan bila tidak tercapai 
kesepakatan panitia menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian 
dan menitipkannya pada Pengadilan Negeri, oleh karena itu patut di­
pertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat dalam proses musyawarah 
di adopsi dalam penetapan oleh Panitia?
Penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri berdasarkan dua alas 6. 
an, yakni kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak da pat 
dipindahkan secara teknis tata ruang ke lokasi lain dan musyawarah te­
lah berjalan selama 90 hari kelender namun tidak dicapai kata sepakat. 
Perpres ini telah keliru menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada 
pengadilan yang dianalogkan dengan konsep yang terkait dalam utang 
piutang dalam Pasal 1404 KUHPerdata. 
Diantara berbagai permasalahan dalam Perpres ini ketika memberikan de­
finisi tentang kepentingan umum dan penjabarannya dalam berbagai kegiatan 
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yang semakin mempertegas peraturan ini sarat permasalahan. Pemberian mak­
na kepentingan umum tampaknya sejalan dengan orientasi kebijakan pe­
merintah. Ketika orientasinya lebih difokuskan pada perumbuhan ekonomi, 
ma ka kepentingan umum cenderung didefenisikan secara luas. Sebaliknya bila 
pertumbuhan ekonomi tidak menjadi fokus, kepentingan umum cenderung di­
definisikan secara sempit. Kelahiran Perpres ini menimbulkan gejolak ditengah­
tengah masyarakat terutama terhadap pemegang hak atas tanah karena dalam 
peraturan ini baik secara substansinya maupun wadahnya serta secara sosiolgis 
tidak dapat diberlakukan, dan memang Perpres ini hanya bertahan selama 
satu tahun. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Perpres nomor 
65 tahun 2006
Perdebatan mengenai hak menguasai Negara yang tercantum dalam UU­
PA belumlah selesai, apalagi setelah muncul Perpres No. 65 Tahun 2006 yakni 
perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Munculnya Perpres 
ini seakan menguatkan pemahaman mengenai pemerintahan yang otoriter, hal 
tersebut disebabkan isi Perpres ini menetapkan mengenai pencabutan hak atas 
tanah terhadap setiap subjek yang menguasainya. 
Berbeda dengan batasan tentang kepentingan umum dalam berbagai 
peraturan yang dulu yang menyebutkan defenisi tentang kepentingan umum, 
dalam Perpres ini tidak menyebutkan apa itu kepentingan umum tapi ha nya 
berupa penyebutan kepentingan umum dalam suatu daftar kegiatan seba­
gaimana dalam Pasal 5 menyebutkan definisi kepentingan umum, yaitu terdiri 
dari; 
jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (diatas, diruang atas tanah, ataupun 1. 
diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan 
air dan sanitasi. 
waduk, bendungan irigasi dan pembangunan pengairan lainnya; 2. 
pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api dan terminal; 3. 
fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, 4. 
lahar, dan lain­lain bencana; 
tempat pembuangan sampah; 5. 
cagar alam dan cagar budaya; 6. 
pembangkit, transmisi, distibusi tenaga listrik. 7. 
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Pengertian kepentingan umum hanya dirumuskan secara abstrak, yaitu 
ke pentingan sebagian besar masyarakat. Pengertian kepentingan umum dibatasi 
untuk kepentingan pembangunan yang tidak bertujuan komersial. Batasan 
tentang pengertian kepentingan umum terlihat abstrak, sehingga menimbulkan 
penafsiran yang berbeda­beda dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkan 
adalah ketidakpastian hukum dan menjurus pada munculnya konflik dalam 
masyarakat. 
Pembatasan kepentingan umum dalam dua hal, pembangunan itu dilak­
sanakan pemerintah/pemda yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki peme­
rintah/pemda. Pengurangan pembangunan untuk kepentingan umum dari 21 
menurut Perpres 36 Tahun 2005 menjadi 7 jenis dalam Perpres No. 65 Tahun 
2006. Pengurangan tersebut akan menimbulkan permasalahan manakala pe­
me rintah/pemda akan membangun puskesmas/rumah sakit umum, tempat 
pendidikan atau sekolah, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, kantor 
pemerintah/pemda, pasar umum/tradisional. 
Pengadaan tanah tidak terlepas dari masalah pemberian ganti rugi seba­
gaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres No 65 Tahun 2006, berupa uang, tanah 
pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disetujui pihak­pihak 
yang bersangkutan. Ganti rugi merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan 
penghormatan kepada hak­hak dan kepentingan perseorangan yang telah 
dikorbankan untuk kepentingan umum harus bersifat adil, terutama bagi pe­
milik tanah yang sah. Sebagaimana asas fungsi sosial hak atas tanah disamping 
mengandung makna bahwa hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan sifat 
dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan tujuan 
haknya juga berarti bahwa harus terdapat antara kepentingan perseorangan 
de ngan kepentingan umum. 7
Ketidakadilan dalam peraturan ini juga terlihat ketika menetapkan dasar 
perhitungan besarnya ganti rugi terhadap obyek tanah dinilai oleh tim penilai 
harga tanah yang ditunjuk oleh panitia, sehingga independensi tim penilai 
patut dicurigai karna tim penilai bukanlah kesepakatan dari kedua belah pihak. 
Kemudian nilai jual bangunan dan nilai jual tanaman yang ada di atas tanah 
tersebut hanya ditaksir oleh perangkat daerah bukan dari tim independen.
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam undang-undang 
nomor 2 tahun 2012
Undang­undang ini disahkan tanggal 14 Januari 2012, bahwa dalam kon­
siderannya menyatakan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan un­
tuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan 
dengan mengkedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Juga di­
latarbelakangi bahwa peraturan perundang­undangan di bidang pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin 
perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. UU ini lahir untuk men­
coba menjawab keluhan dari berbagai pihak yang merasa peraturan yang lama 
tidak memberikan perlindungan hukum kepada si pemilik tanah bahkan 
cenderung pemerintah bertindak otoriter dan mengabaikan hak­hak rakyat. 
Dalam UU ini menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah ke­
pentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh peme­
rintah dan digunakan sebesar­besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1). 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan: 
rencana tata ruang dan wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, 
ren cana strategis dan rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. 
Pe nyelenggaraanya harus melalui perencanaan dengan melibatkan semua 
pemangku dan pengampu kepentingan, serta memperhatikan keseimbangan 
antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dilaksanakan 
dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. 
UU ini juga memuat beberapa asas yakni, kemanusiaan, keadilan, ke­
manfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, 
keberlanjutan dan keselarasan. Sementara pemberian ganti rugi dapat diberikan 
dalam bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan sa­
ham atau bentuk lain yang disetujui oleh keduabelah pihak. Dan nilai ganti 
kerugian harus dilakukan secara musyawarah antara keduabelah pihak. 
Pada akhirnya nilai suatu perundang­undangan tidak hanya terletak pada 
pemenuhan asas­asas yang tersurat dalam ketentuan tersebut, namun juga pada 
factor manusia/pelaksananya, Suatu peraturan yang tuuannya positif, bila tidak 
dilaksanakan dengan konsukuen, dalam arti sesuai dengan semangat yang me­
liputinya, dan konsisten, dalam artian tidak memandang subyek, waktu, serta 
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tempat berlakunya, tidak akan banyak manfaatnya untuk mewujudkan fungsi 
hukum sebagai alat mencapai keadilan dan memberikan pengayoman. 
Peraturan Hukum dalam Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
dalam Perspektif Sosiologis 
Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia te­
lah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya, dia benar­benar dapat 
merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman 
dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari ma­
nusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.8 Dalam ketentuan perundang­un­
dang an mengenai Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum yang berlaku sekarang perlu dirumuskan kembali sesuai 
dengan nilai­nilai sosial yang berkembang dimasyarakat, agar menghasilkan 
ketertiban dan ketenteraman didalam masyarakat. 
Menurut Soemardjono,9 kelemahan regulasi yang mengatur masalah 
ak tiv itas pengadaan tanah untuk kepentingan umum beberapa variabel di 
antaranya adalah:
Wujud produk hukum mestinya berupa undang­undang karena aspek 1. 
yang diatur (substansi) menyangkut hajat hidup orang banyak, bersifat 
esensial (hak asasi manusia), konkritnya bertautan pangan, papan dalam 
konteks negara agraris. 
Masih luasnya makna kepentingan umum, persoalan yang mengemuka, 2. 
istilah tanpa batas yang jelas dan tegas. Ada satu dari tiga alaternatif pertama 
hanya pedoman umum sehingga mendorong penafsiran terbuka, kedua 
mencantumkannya dalam daftar kegiatan (list provision) atau gabungan 
dari keduannya. 
Belum dipisahkan secara jelas dan tegas perbedaan kegiatan pembangunan 3. 
untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum. 
Bentuk ganti rugi yang dimuat bersifat fisik dan tidak mencantumkan 4. 
yang non fisik. Padahal harga perubahan status pemegang hak dari profesi 
petani menjadi menjadi yang lain sangat mahal misalnya menjadi buruh 
kasar, kuli bangunan, pemulung. 
Peran dan kedudukan panitia pengadaan tanah, terutama masalah inde­5. 
pendensinya sehingga mampu memetakan dirinya sebagai fasilitator para 
pihak secara independen. 
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Regulasi menafsirkan secara keliru dan menunjukan pemaksaan kehendak 6. 
dalam penetapan ganti kerugian yang tidak disepakati subjek dengan 
menganalogkan konsinyasi (penitipan barang di panitera pengadilan me­
nurut pasal 1404 KUH Perdata)
Dari variable diatas ada sisi sosiologis yang seringkali diabaikan oleh 
pem buat undang­undang yakninya kurang memberikan perlindungan hukum 
kepada masyarakat disebabkan produk hukumnya bersifat represif yang me­
mentingkan golongan atas, kemudian dari sisi dimensi keadilanpun harus di­
kedepankan artinya makna fungsi sosial terjadi karena keseimbangan antara 
kepentingan umum dan kepentingan perorangan. Tegasnya hak­hak yang sah 
dari subyek hak atas tanah harus dilindungi dan dihargai. Di sisi lain, keikhlasan 
pemegang hak demi kepentingan masyarakat yang lebih luas juga sepantasnya 
dihargai oleh pemerintah/pemda dan panitia pengadaan tanah. 
Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum oleh pemerintah dilakukan secara musyawarah antara pemerintah dan 
perseorangan atau badan hukum yang menguasai hak milik atas tanah. Adapun 
syarat untuk terjadinya musyawarah, yakni:
Didasarkan pada suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam suatu 1. 
produk hukum. 
Kesamaan prespektif tentang kepentingan umum, musyawarah, substansi 2. 
penggantian yang layak. 
Dilakukan secara langsung, bersama (3. egaliter/setara), efektif. 
Saling menerima dan memberi (4. take and give) pendapat/pandangan, saran, 
kritik dan usul. 
Hanya dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal, jika diketahui materi/5. 
substansi yang dimusyawarahkan, tujuan, hambatan, target yang konkret, 
peran yang jelas dan solusi yang adil. 
Musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak pihak yang satu ter­6. 
hadap pihak yang lain. 
Pelibatan secara setara pemangku kepentingan dalam forum musyawarah 7. 
tanpa ada egosektoral/mengedepankan kepentingan individu/kelompok/ 
golongan. 
Selama syarat­syarat diatas diabaikan dalam melakukan musyawarah 
ma ka selama itu pula timbul ketidak senangan terutama dari sipemilik ta nah 
disebabkan hak mereka dilanggar oleh pemerintah. Perlu kiranya bagi peme­
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rintah untuk mau memahami keinginan masyarakat karna itu perlu tindakan 
yang persuasif dari pemerintah sekaligus adanya political will pemerintah 
menciptakan produk hukum yang responsif. 
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan prosedur 
yang menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakkan hukum yang 
berujung pada tercapainya keadilan. Dalam konteks sosial sesungguhnya pro­
sedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial yang merupakan ke­
sepahaman antara regulator dengan rakyat mengenai urut­urutan kegiatan yang 
harus ditempuh dalam suatu kegiatan. Dalam penyusunan prosedur menurut 
Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multitafsir), sederhana dan mudah 
dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas, mengedepankan kemaslahatan 
masyarakat daripada kepentingan regulator. Menurut Satjipto Rahardjo, pro­
duk hukum yang ada lebih banyak melayani kepentingan golongan atas dan 
belum menyentuh masyarakat stratum bawah. Oleh karena itu dalam proses 
pem buatan hukum, legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati 
berbagai kekuatan yang ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara 
sistematis memasukan komponen asas hukum untuk mengalirkan nilai­nilai 
yang dianut masyarakat.10
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pembahasan ekse kusi 
sebagai suatu permainan bahasa dari banyak keinginan, kepentingan meng­
ubah menjadi harapan dan keinginan. Seringkali peraturan diciptakan de­
ngan wawasan yang sangat sempit, bebas emosi, menempatkan kepentingan 
ma syarakat sebagai urutan pertama, merupakan aktifitas berkesinambungan. 
Sehingga implikasi yang timbul, harus dicermati dari sekian variabel dari proses 
panjang prosedur dan eksekusinya.11 
Berbicara hukum tidak hanya terbatas pada apa yang tertuang dalam teks, 
seperti hukum alam atau matematis segala sesuatu terkuantifikasi. Dalam pe­
nafsiran bukan menggunakan logika peraturan semata, melainkan kenyataan 
yang ada dimasyarakat. Berkaitan dengan kebijakan (policy), maka suatu ke­
bijakan yang diambil pada tataran, nasional, regional, lokal dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan pembangunan wajib mempertimbangkan produk 
hukum apa yang akan dihasilkan, artinya bagaimana wujud pengkaidahan ke­
bijakan yang akan dibuat, kemana hukum hendak diarahkan, variabel apa yang 
secara signifikan dapat mengubah hukum yang diberlakukan. Bagaimana impli­
kasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak implementatif, 
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otoriter, tidak realistik, terlepas dari nilai­nilai keadilan dan etika berbangsa 
dan bernegara (principle of good governence). 
Salah satu permasalahan muncul sebagai akibat dari pengadaan tanah 
untuk kepentingan pembangunan adalah terhadap petani yang kehilangan 
tanahnya harus berubah menjadi non petani: buruh tani, buruh pabrik, pe­
narik becak, buruh bangunan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, 
apakah sengaja atau tidak mengabaikan kalkulasi kerugian akibat pengadaan 
tanah terebut. Bila dilakukan dengan pendekatan legal­positivistik akan sia­
sia, karena ketidakmampuan mengungkap akar persoalan, mengapa setiap ak­
tifitas pengadaan tanah pada tataran implementatif mengalami resistensi dari 
publik. 
Pada akhirnya memang kita perlu memikirkan reformasi di bidang agra ria, 
khususnya dIbidang hukum tanah, yaitu diperlukan kesediaan untuk meng ubah 
konsep mengenai hukum, yaitu tidak menganggapnya sebagai peraturan tetapi 
juga sebagai perilaku, selama ini kita bersikukuh bahwa hukum itu semata­
mata adalah peraturan, oleh sebab itu marilah berhukum dengan hati nurani 
se hingga aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum benar­
benar sebuah aturan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan sebaliknya 
rakyat juga menyadari bahwa perlunya pengorbanan untuk membangun bangsa 
ini tanpa ada intimidasi dari negara.
PenutuP
kesimpulan
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum telah menimbulkan permasalahan didalam masyarakat khususnya ma­
sya rakat sebagai perseorangan maupun badan hukum yang terkena proyek 
pembebasan tanah. Pemasalahannya tidak hanya terhenti pada dibayarkannya 
ganti rugi oleh pemerintah/pemda sehingga pemerintah/pemda merasa sudah 
memenuhi kewajibannya. Dalam hal proses ganti rugi maupun permukiman 
kem bali harus diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi 
mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang ter­
kena dampak pembebasan tanahnya. 
Aturan hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepen­
tingan umum selama ini cenderung hanya mementingkan golongan atas saja, 
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serta tidak seriusnya pemerintah untuk melindungi secara hukum si pemilik 
tanah ketika tanahnya diambil untuk kepentingan umum dan untuk ke­
pentingan pembangunan, rakyat berada pada posisi yang lemah kalaupun 
ada ganti kerugian tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. 
Permaslahan tersebut muncul karena aturan hukum yang cenderung represif 
disamping faktor pelaksananya/pemerintah yang kurang peduli dengan 
rakyat. 
Saran
Ke depan aturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum tidak hanya fokus pada unsur yuridisnya tapi ­yang tak kalah penting­
nya­ adalah memperhatikan aspek sosiologis sehingga peraturan tersebut bisa 
diterima oleh masyarakat sekaligus mencrminkan rasa keadilan. [ ]
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